BUPATI BOMBANA = | |
PROVINSI SULA_WESZI '!‘ENGGAB@ e

PERATURAN BUPATI BOMBANA REERY
NOMOR Q)LTAHUN2016 R

TENTANG ;
. i ; ,

PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2017

.

; : boio
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESIA: .
® - BUPATI BOMBANA, ;

I

_ ' i i
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasa.l 96 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 entang

Perubahan Atas Peraturan Pemermtah Nomo‘r 43ITahun
- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan ] Undang—Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu 1J:nenetapkam

Pedoman Pengalokasxan Alokasi Dana Desa d1 Kabupaten

Bombana Tahun 2017; | NN

. Vo
.4'-“

b. bahwa berdasarkan pertunbangan sebagauflanla dimaksud

huruf a, perlu dltetapkan dengan Puraturan Bupati

. Bombana tentang Pedoman Pengalokamalr dan Penyaluran
i

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun

Anggaran 2017;

SR
Nty
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun i2003 1‘entang
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Repl.llbllk Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lu,rpbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286); ’ ' b
2. Undang - Undang Nomor 29 'I‘ahun |2003 tentang

i jr Co
Pembentukan Kabupaten Bombana, _Kabupaten Wakatobi

dan Kabupaten Kolaka Utara di Provmsx Sulawem Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesm ’I‘ahun 2003 Nomor
144, Tambahan Lembamn Negara Repulblhk Indonesia
Nomor 4339);
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. Peraturan Pernermtah Nomor 58 Tahun

[
i
4
1
1
i

. Undang - Undang Nomor 1 Tahun= 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara' Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lerlnbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), i ; o
. Undang - Undang Nomor 15 Tahun |2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaa.n dan Tanggungjalwab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubhk IndorTe|s1|a Téhuln 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran lTegalq?. Republik
Indonesia Nomor 4400); ‘.  ;; e P

. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 201:4 tentang Desa
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahuﬁ 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Repubhk; hlldonema Nomor

5495); . :r-‘ ii 557

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun |2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara . Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lell'nbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) s%:b:ag?mm%a telah
.diubah  beberapa kali terakhir dengan Undang—Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruba.ha!m Kgdllia Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun | 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negalrzil ‘ Rzzpublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambaThau]‘l 'Lexlnbaran
Ha

Negara Republik Indone31a Nomor 5679), : l
2005 entang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Le:mbara.n| Neg_arg Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578), i * _ l
. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun| 2007 entang
Pembaglan Urusan Pemermtahan antf'arla Pem?nntah
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pem_eru}tah lDaera.h
Kabupaten / Kota {Lembaran Negara Republik, Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lexlnbaran Negara
'Republik Indonesia Nomor 4737); ' ! .;;
. Peraturan Pemerintah Nomor :19. Tahunl 2008 tentang
Kecamatan {Lembaran Negara Repubhk [ndm;lesm Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826),
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10.
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Peraturan Pemerintah Tahun . Nomor‘ é4'3 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-i]n&ajng Ni)rnor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indones:a Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indone31a Nomor 5539) sebagiumana

telah diubah dengan Peraturan Pem»ermt,ahI Nor}wr 47

- Tahun 2015 tentang Perubahanf Atas! Peraturan

11

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pemenntah Nomor ° 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

‘Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahunl 2014

i
tentang Desa (Lembaran Negara Republlk Itlqupes1a' Tahun

|
2015 Namor 157, Tambahan Lﬁmbaran Negara Repubhk :

: !
i

P"';" ;ﬁ

Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor‘iS 'I‘ahun 2007

i
|

tentang Penataan Lembaga, Kemasyarakahm, ¥ 5
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 iTahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Daerah Republik Indonema Tahun 20 14 No!r?orl2036); |
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6|Tahun
2008 tentang Urusan Pemenntahan yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Bombanaﬂ (Lelmbali'a.n Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6)
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana l}{o:mor 4| Tahun
2011 tentang Tata Cara- Penyusun:?‘ui'xi illl’erencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Da(.rlah Kat:lupaten

HEN ‘ R ;
Bombana Tahun 2011 Nomor 4); ' : :

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5{Tahun

AR
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan IDaerah
Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah ‘ Kabupaten
Bombana Tahun 2011 Nomor 5); 1 |'| N

' i
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor '15|Tahun .

2011 tentang Rencana Pambangunan J:mgka Menengah

Daerah Kabupaten Bombana Tahun 201 1 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Ili(?mor 2 1{Tahun

2012 tentang Keuangan Desa; | '_; 1 | ; _
Peraturan Daerah Kabupaten Bombanz‘i Nc!)mor 3} Tahun

! [
2016 tentang Pembentukan Susunan dan Kedudukan

Perangkat Daerah Kabupaten Bombana ' }




19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nlomor 4| Tahun

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan! .Bel?n_]a Daerah
Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 20 17 ; B ;

20. Peraturan Bupati Bombana Nomor 46 Tahun 2015 entang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, 5 a ; | 2 o

l Tahun| 2016

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017

21. Peraturan Bupati Bombana Nomor 80

.
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MEMUTUSKAN : ij
o IE

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG 'PEDOMAN

IR
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALoxlAs; DANA DESA
DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGAIltAN i201':'
BABI LRI
KETENTUAN UMUM . . | |

Pasal 1 S

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : o R ; Z
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana N ) 5 ' 3

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupatl dan Perangkat Daerdh sebagaj unsur

R
penyelenggara Pemerintahan Daerah SRR TR S AT

3. Bupati adalah Bupati Bombana. o ! ;‘f
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat ‘sebagal Pel:rangkat Daerah

Kabupaten. - i ;.g | 1 -
. Desa adalah desa dan desa adat atau yang dlsebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat ‘hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengaturl da!n melngurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat. setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak txladLSlonal yang
diakui dan dihormati dalam 31stem pemenntahan‘ Negara Kesatuan

IR DR IR
Republik Indonesia. ‘ R

. i ) ; | i :
. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan meenntahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sister; pemenntahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. : el




8. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu

CTHE

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang dlsebuii: d

lain dibantu perangkat Desa sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan

Desa. RN

Kepala
Desa dalam bldang tertib administrasi, Pemermtahan dfml f’elrr}bangunan
serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat - :! .
adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemermtahan 3a|ng l ang%otanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakllan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis. 3

i
e
10. Wilayvah atau Dusun atau d1sebut dengan nama lalln

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selan_lutnya dlSll‘l{,kaF BPD

adaiah

wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan ﬁeﬁ)z:eienggaraan'

bagian

T

Pemerintahan Desa. : :; | if

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah DESa ygaliq iselan_]utnya

disingkat RPJM Desa adalah Rencana Keglatan Pembangunan Desa

"

untuk jangka waktu 6 (enam) tahun . 3 Qo §

i
i

12.Rencana Kerja Pemerintah Desa ‘yang selan_}utnya dlis%but RKPDesa
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk uangkclv lwaktu 1 (satu)
tahun. B R

.
%!:‘;.
|

i o
13. Peraturan Desa adalah Peraturan F‘erundang—L’Jndangami y: l g dibuat oleh
Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa e E I - l ;
o |
14. Keputusan Desa adalah penetapan yang bersifat konk;nt, im dividual, dan
¥ B '
: l

final.

|
S
t

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut

APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemenntaha’n Desa

. ]
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dan kekaya'an ash
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Dcsa atau perolehan hak

lainnya yang sah.

‘ll|i:
i )

li;

t 1 :

17. Bendahara Desa adalah Pemegang Kas Desa yang berasal dari unsur

Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

bl
18. Pelaksana Teknis Pegelolaan Keuangan Desa yang selan_]utnya dlsmgkat
PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan

Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan ‘Keuangan

|1
iil

Desa. o
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya dlslngkat ADD ada_lah dana
perimbangan yang . diterima . alam ' Anggaran

‘Kabupaten / Kota d

l

.
.
iE




20.

21,

22.

=¥t sk

L A

'
K R

i

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota: sefela{u dlkurangl Dana

Alokasi Khusus. i o i L
,

Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adaIA Legnbagrm yang

dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dlan merupakan

mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat E i ‘

Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya dlsmgkat TPKi adalah Tim yang

!
dibentuk melalui musyawarah desa dan dltctapkan denlgan Kep’utusan

'-l!‘} :
[ I i

Kepala Desa. h j; i

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,yangn selanjllnnya dlsmgkat

" APBD adalah rencana keuangan tahunan pemenntahan daerah yang

Maksud ditetapkan Peraturan Bupau ini adalah sebagm

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemermtah Da? rz?h dan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan dltetapkan dengan Peraturan’Daerah.
BAB . '
MAKSUD DAN TUJUAN S
. : A
R
Pasal 2 SR

.1 !! !!

Dewan

pedoman bagi

Satuan Kerja Perangkat Desa dan Pemerintah’ sDesa di; hngkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam melaksan'lkan‘
'ADD Tahun Anggaran 2017. '

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

a.

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini ‘adalah : o :

-sii,‘.
|‘:'
fy
[
i :

Pasal 3 o N

il

| i

Pcngelolaan

untuk memberikan kepastian Hukum dalam pelaksana.m Iperigalokasian

ADD Tahun Anggaran 2017. ' : f; i

i ¢

P
secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dni:ln;, ; |
| !

untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara part131pdt1f s$sua1
potensi desa. o 1
BAB III l
RUANG LINGKUP AN
SR
Pasal 4 : !'

. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2017

dengan




a. Sumbcr dana ADD. 3 ] H !

b. Pedoman pengalokasian dan penyaluran ADD Tahun Anbgaran5 20
! AR
BAB IV E*
SUMBER DANA : ; : e
Cod
- Lo e
Pasal 5 IR I

,
‘ i

(1) Sumber dana ADD Tahun Anggaran 2017 berasal dan - Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana |Tah|1!1n' Anggaran
i I ‘

2017 R

(2) ADD dxbenkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dan'dan penmbangan

i
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dxterlma Kabupaten

IRERE

(3) Besaran ADD Tahun Anggaran 2017 setiap desa sebagan}lar?a dimaksud

dalam pasal 5 dltetapkan lebih Ianjut dengan Ixeputusan|Bup?t1

Pasal 6. Ea
- H = i|‘;

| i
ADD Tahun Anggaran 2017 merupakan pendapatan Pemenntah Desa
~melalui transfer dari Kas Daerah Kabupaten Bombana kei Kas.Desa dan

‘dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Ahggaran 2017.

BABV ; RE
PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKA:Sil;' I:J;ANA DESA
Bagian Kesatu S
Pengalokasian Alokasi Dana Desa N |
Pasal 7 S E
(1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam passal

- mempertimbangkan : . : N

a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 5 ! !

b. kebutuhan operasional penyelenggaraan pemenntah [I‘Jelsa, dan

¢. jumlah Penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas }vﬂayah Desa,

SRR
dan tingkat kesulitan geografis Desa. ' | ! : :;3 ?

(2) Bupati dapat menentukan besaran persentase ADD mlmrnal merata dan

ADD formulasi dengan pertimbangan untuk mengurang1 kescn_]angan

pengalokasian ADD. N I

5 ayat (3)

17.




~Pasal 8 '_ §i§

w‘i

Besaran persentase sebagaimana dunaksud pada pasal 7 ayat (2‘ ‘untuk setiap
Desa diatur dengan ADD minimal d1bag1 secara merata sebesgar| 90% (Sembilan

puluh persen) dan ADD formulasi sebesar 10% (sepuluh) dtbagl beirdasarkan
i. ! H

1.
S

bobot Desa. : : L "!;;

Bagian Kedua SEETRNTY i
Rumusan Penetapan Alokasi Dana Desa
SR

Pasal 9 |

(1) Rumus yang digunakan dalam perhltungan ADD adalah ; ’ g

a. asas merata adalah besar baglan ADD yang sama untuk setiap Desa,

\ 1
yang selanjutnya disebut ADDM;. o s :

'b. asas pi'oposional adalah besar bagian dana EAEDD secara forrnula31

H

berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dlhxtung dengan rumus dan

H
‘ .

variable-variabel yang selan_]utnya disebut ADDP. ¥ i |

'(2) Rumus untuk menentukan ADD adalah sebagal benkut : i 3
a. ADDx = ADDM + ADDP, ' S 3
Keterangan : i "

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk Desa X . : i o '
fod

ADDM : Alokasi Dana Desa memal yang dltemna Desa
ADDPx : Alokasi Dana Desa Fonnula31 untuk Desa| Xi | |
b. ADDP: = BDx X { ADD - FADDM) | | i
Keterangan : _ | S  ? I ,
ADDP;  : Alokasi Dana Desa Formulasi untuk Desa' X!

+

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa X ;- R l !
ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten
YADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Mmlmal

!
l
u
i
|
(3) Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pe;tngelolaan

keuangan Desa.

Pasal 10

I

Penentuan nilai bobot Desa : . j s

(1) Nilai Bobot Desa (BD)) adalah n11a1 Desa yang dltentukan berdasarkan

beberapa variable independen; - T I f

(2) Variabel independen merupakan mdlkator yang lnempexfl;garuhl be!:samya
Nilai Bobot setiap desa (BDx) yang dapat membedakan| béban yang

.l : e .

. T I K

8 . N ¢ liI:

; N TR A
R I

: [

e

i
]
’ i

|
i
:
!;
P
li:
H 1]
!

H ] f




R IR
AN R
H
i
i

|
HE
! N
: . i

ditanggung antara satu desa dengan Desa lainnya; : AR

I; P
il
! .
|

(3) Variabel independen yang dlgunakan untuk menentukarlxmladil bobot desa
(BD;) dibedakan atas variable jumlah penduduk desa,. luals wﬂayah desa,

(4} Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dlhltung dengan mengguﬁlakan rumus :

1 g

angka kemiskinan desa, dan tmgkat kesulitan geogra.ﬁs desa. P

II{T

BD: = al KV1X +a2 KV2X + a3 KV3X + .. +anKVnX ;

|
i
IR
i
—i

i

i
i

Keterangan : = : :

BDx - : Nilai Bobot Desa untuk Desa X It 1.

KV1X, KV2X, KVnX : Koefisien variable pertama, kedua (;1a%1|sel:terusnya
1

al, a2,a3, ..., : Angka bobot masmg—masmg:\{.an l:?e!
o : ;

Pasal 11

Perhitungan masing-masing kosfisien vanable untuk desa X (KV lx, szlx, g

Penentuan Bobot variabel (g} :

a.

b.

untuk setiap variabel yaitu variabel jumlah pendudukl Desa,

a. koefisien variable adalah koefisen (angka) Desa, . yang du’mhkl oleh Desa

angka

kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan Tingkat kesuhtan;geogmﬁs Desa.

koefisien variabel desa merupakan perbandmgan antaralangka variabel

setiap desa dengan jumliah total vanabel desa. SR N

1

besarnya koefisien variabel (KV) tertentu dap:e(t 5 (hhitﬁng dengan
menggunakan rumus : .; L | " :
KV1,2,.x =222 o RiRE

Keterangan : : :i :

Kvi2,.x K Nilai koeﬁswn variabel pertama, Kec_:‘;ua (?.a!n;s?térusnya |
untuk desa X . RN

V1,2, .x I | Angka variabel pertama, kedua, dan setenllslnya untuk
Desa X : | ? BE

Y Vn - ¢ Jumlah angka vanabel pertama, kedua dan seterusnya

l
untuk seluruh desa ' ‘-l i o

Yo
3

Pasal 12 '1
’ b 1

' | i l | .

Setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang dltetipkan E
o

berdasarkan kesepakatan daerah. NN

Angka bobot masmg—masmg vanabel kalau dxtamba.hkanlharuls berj
1 (satu): ‘ ' an
al+a2+a3+..+an=1

]1
: ‘.‘i.‘
e
N

umlah

T ;;i 5




R

al,a2,a3,...an :angka bobot variabel pertama, kedua hmgga lje- n
’ n S IR

‘¢. Bobot untuk masing-masing vanabel ditentukan sebagal Iberxku

!
1

Variabel - Bobot | , 3 | | lI!\hLeu I
_ R HERE
Kemiskinan 35 % B 0355.! HE
Jumlah penduduk 25% .1 0,25]. i |
Luas wilayah 10% . _5 p,l‘(_)i"g
Tingkat kesulitan 30% 030, |
geografis desa . ::i'
“Jumlah 100 % T
BERE
Pasa113 ian

(1) Data komponen masing-masing variabel mdependc,n gsiebagaimana

dimaksud pada pasal 14 yaitu: SR ; :

a. jumlah Penduduk, yaitu nilai koefisxen yang. dxperoleh darl Jumlah,

penduduk desa dibagi jumlah penduduk dalam 1 '(slatu) tahun se-
[ .

Kabupaten; ' L 5:?'3" | L

b. kemiskinan, yaitu nilai koefisien yang dlperoleh berdasa.rkan _]umlah |

banyaknya kemiskinan dlmasmg-masmg desa yang dtbandlngkan

1;‘1

dengan jumlah banyaknya kermskman se-kabupaten,i 1 ; f
c. luas Wilayah, yaitu nilai koeﬁ31en yang diperoleh berdasarkan luas
daratan wilayah desa dalam Km? yang dlb«mdmgkaln! dengaln luas
daratan wilayah Kabupaten dalam Km?2;dan g § % ; ; !
d. tingkat kesulitan geografis desa, yaitu mdeks kesuhtzm geograﬁs desa

yang dihitung berdasarkan variabel ketersedlaan pelayanan dasar,

. : £ ' l ] . .‘
kondisi infrastruktur, transportasi. - } S ! ? z

1

(2) Data jumliah penduduk, angka kemiskinan, Iuas w11a)alh sebagaunana
dimaksud pada ayat (1) yang disusun dan dltetapkan oleh Bupati

berdasarkan data dari kementrian yang berwenang dan/a%au lembaga
yang menyelenggarakan urusan Pemermtah di bldang Statlstlk |

Pasal 14

.

N
(1) BPMD melakukan perhitungan rincian Alokasi Dana De:saail yang diterima
setiap Desa; ii
(2) Rincian Alokasi Dana Desa setxap Desa dltetapl.an Ieb1h lan_}ut dengan

Keputusan Bupati. ‘ : ;|:

10
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Bagian Ketiga o
Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 15

- Alokasi Dana Desa dlguna.kan untuk mendanm pelaksanaan keglatan

penyelenggaraan pemerlntahan Desa, pelaksanaan ! pembangunan Desa,

.....

pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masya{rakat Desa

T
;rl'

. (1) Penghasuilan tctap Kepala Desa dan Perangkat Desa d1anggarkan dalam

'F‘I
]

APBDesa yang bersumber dari ADD . R
(2} Pengalokasian ADD untuk penghasﬂan tetap kepala Dc'*s? (?an perangkat
Desa menggunakan perhltungan sebaga1 benkut $ |
a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500 000 006 OO (hma ratus
juta rup1ah) dlgunakan maksunal 60% (enam puluh pesrseratus
~ b. ADD yang berjumlah RpSOO 000.000,00 (llma ras.tus _]uta rupiah)
sampai dengan Rp7 00.000. 000 00 (tujuh ratus _]uta ruplah] digunakan
maksimal 50% {hma puluh perseratus), o S ; i
c. ADD yang berjumlah lebih dan Rp700.000. 000 00 (tu_}ub rat_us | juta
" rupiah) sampai dengan Rp900 000 000,00 (sembllan; ratfus’; Juta rupiah)
digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratuS), dan L
d. ADD yang beljumlah lebih dari Rp900.000. 000 00 (Sembﬂan ratus
juta rupiah) digunakan maksnnal 30% (tlga puluh !pe%rseratus!)

-

(3) Besarnya penghasilan tetap, dan tunJangan kepala desEa serta perangkat
. - desa sebagmmana dimaksud pada ayat 2) dltetapkan]dalam Ke!putusan
- Bupati. ' ' S S f;‘wg:;%
(4) Belan]a untuk penghasﬂan Kepa.la Desa dan Perangkat Desa yang

.sea;i:

‘‘‘‘‘‘

a. Penghasﬂan tetap kepala Desa sekurang—kurangnya sama dengan
Upah Minimum Kabupaten; - SRR 35! :

.b. sekretaris Desa pahng Sedlklt 70% (tujuh puluh ,perseratus) dan
paling banyak 80% (delapan puluh persen) dan penghasﬂan tetap

| kepalaDesaperbulan, dan SR :i ,"-¢ ’ |

c. perangkat Desa selain sekretaris Desa_ pahng 's?dﬂ?t 50% (lima
puluh perseratus) dari penghasﬂan tetap kepala Desa per bulan.

(5) Arah penggunaan Alokasi Dana Desa tercantum dalam Lanllplran I

Peraturan Bupati ini. 5
H

:::1'1
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BABVI ~§ :

| PERSYARATAN DAN MEKANISME PEN'YALUIU!&N | 1

Bagian Kesatu iié 3 ;

Persyaratan Penyaluran ] " P

oo

Pasal 17 SRR

,¥

- Penyaluran Alokasn Dana Desa me1a1u1 proses transfer ke Rekenmg Kas Desa

- dengan propor31 mla1 aloka31 dltetapkan kemudlan dengan keputusan
Bupati. ' "iii fi
Pasal18 |1
(1) Syarat umum penyaluran Alokasx Dana Desa kepiada. II)esa, adalah

~ Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampalkan Peraturan Desa

sebagai berikut : , o L

a. peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jang1g<a 'Men'engah
Desa (RPJMDes); - _ S ; g,,_

b. peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa
menengah Desa (RKPDesa); | | '} |

‘c. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Desa
(APBDesa); ' SRR |
d. peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Tahun Anggaran Tahun Sebelumnya; ; n 1ne
| ) e
S SR SRR
Bagian Kedua ‘ i
Mekanismé?enyalurdnf ? I ‘
Par.s:a1197 . :!;

Penyaluran Alokasi Dana Desa dan RKUD. ke RKD dﬂaksanakan oleh

Penyaluran dapat dﬂaksanakan setelah Kepala D's:sa.E 'ehya{npmkan

Peraturan - Desa dan laporan. sebagalmana persyaratan untuk setiap

..I Pt

tahapan untuk Aloka51 Dana Desa

Penyampaian peraturan dan laporan di tu_]ukan kepada Bupat: melahu
BPMD tembusan dlsampalkan kepada BPKAD dan Camat ' :

12 RN




BA.BVII'

Pasal 20 0 i
(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dﬂaksankan secara tnwulan, yaltu :

NE o
a. Triwulan I bulan Maret dananulan 1. pada bulanf Juni masing-
masing sebesar 20% (dua puluh perseratus), i y'

b. Triwulan III pada bulan . Oktober sebesar ‘30% (t;iga puluh

perseratus) B ;::- S !;

c. anulan IV pada bulan Desember dldasarkan I;ada sehsm antara
pagualokasx dengan _}umlah dana yang telah d;@urka‘n pada

tnwulanlmwulanlldanmwulanlll .i‘ff,_ Jf;;! {

d. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKQ fsé,bagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf ¢ dllakukan Iiaallng lambat 21
(dua puluh satu) hari kelja setelah dlterlma dariaPerunbangan dar1
RKUN ke RKUD; S A 3

e. Dalam hal terdapat perubahan aloka31 patdaitahuni berjala?, maka
penyaluran ADD dilakukan berdasarkan perubahan algkaSJ dan

f. Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kéleblhan penyaluran :

ADD, maka kekurangan dan / atau kelebxhan pelnyaluran tersebut
dapat dlperhltungkan dalam penyaluran ADD tahun benkutny |

i
_ 7 Pasa121 '- ‘ ! {'jJ

. (1) Penyaluran tnwulan I melamp1rkan kelengkapan admmétri él $ebaga1

- berikut : S -_ i"f i

- a. surat Permohonan Pencairan Dana yang dltandatangam oleh Kepala

Desa yang ditujukan kepada Bupatl Bombana Cq Kepala BPKAD Kab.

i
1
H

Bombana, -
b. surat rekomendasi dari BPMD Kab. Bombana, o } ,
c. rincian Rencana Pencaxran Dana anulan Is. d IV ,
~ d. foto copy buku rekening kas Desa; - :- RN l
e.

foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa BPD, LPM,
Bendahara Desa dan Pelayan Masyarakat _' a '
f. foto 0 % bagi kegiatan mfrastruktur,dan . SN

g. desa.ln dan rencana anggaran blaya bagi keglatan mfr?stti'uktu!r.

! bl

(2 Penyaluran triwulan II, III dan v melamplrkan kelengkap?fl admnustrasx
sebagalbenkut R SRR E 1 :

i
oL . ’:
Rk

13
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=

: R EINEHE
RERE N N
i

b : ' :
surat Permohonan Pencalran Dana yang d11'.andata\ngan1l oleh Kepala

*‘
l:'

Desa yang dltujukan kepada Bupatl Bombana Cq Kf,paia BPKAD Kab.

A

Bombana; , o
surat rekomendasi dari BPMD Kab Bombana, -

rincian Rencana Penggunaan Dana,

Co
i

rincian Rencana Pencairan Dana triwvulan I s, d IV

laporan Realisasi Penyerapan Dana yang dltandatangam

desa diatas materai Rp.6.000 (enam ribu rup1ah),

poogt

; H
oyt

laporan Reahsam Anggaran anulan sebelurnnya, |

. i
[
Pi

!
R 1

oleh kepala

i i i o J
; % Vo
laporan kema_]uan pekexjaan bagl kegiatan mfrastrukt ri¢
fotokeglatanSO%danIOO%g_ : , j_. ?i ’

i
BABVIII 5;

‘ H

TIM ASISTENSI TINGKAT KABUPATEN DAN TIM FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TINGKAT KECAMATAN

!
i

o

Pasal22 ' 5 l ¥
! '!' :

(1) Di tingkat kabupaten dibentuk Txm Asistensi yang dxtE tapkan

dengan
- Keputusan Bupati o :

j (2) Tim Asisitensi sebagaJmana du'naksud pada ayat (1) mempunyal tltlgas |

a.

melaksanakan sosialisasi kebxjakan data dan mlformam mengenai
| IR

ADD; o f,i??;jii

HE
i

pengkajian dan penyusunan peraturan tentang pelaksanaan ADD;

c. melakukan fasilitasi penyelesauan masalah berdasarkan ‘pengaduan

masyarakat dan/atau pihak lam

[,
HE R

d. melakukan kegiatan pembmaan, pelatihan, momto  |dan [evaluasi
| keg1atanADD ‘!35 “ j X
e. melakukan a51stensi dan - penguatan kapamtas: T1m Fasilitasi

i1
1

Pengelolaan Keuangan Desa tingkat kecamatan; dan i

membenkan laporan kepada Bupat1

C L
Pasa123 TR

R ! ;
z P ‘
: i

( 1) Di t1ngkat kecamatan dibentuk ‘I‘1m Asistensi Pengeiolaan Kl?uangan Desa

yang ditetapkan dengann keputusan Camat. SERE ; AR

(2} Tim Asmltenm sebagaimana dlmaksud pada ayat ( 1) merlnpunym tugas :

a. melakukan pengawasan, pengendahan, momtormg daril e“valluam ADD

.i’
i

b. melakukan pembinaan pelaksanaan ADD N !

H 1
i ]
S




melakukan pembmaan penyelenggaraan keuanyan

desa

yang

E
mencakup perencanaan dan penyusunan APBDC;:E}, pelaksanaan,

penatausahaan, dan pertanggun.awaban pelaporan Il\PBDesa,
. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayaguna?n asset

e. menyampaikan usulan penundaan penyaluran t;rai.nislfier

Desa;

ke Desa

|

apabila hasil pemantauan dan pengawasan dltemul?an realisasi ADD

I !

tidak sesuai dengan persyaratan penyaluran dan/ atau
o

dengan Iaporan realisasi anga.ran dan - ¥ i :

%
| 4

Siti
y...!;
A

it
A

i !
i
H 1

Tingkat Kabupaten.

BAB IX SENHENY

1

SANKSI PENUNDAAN PENYALURAN ALOKASI Dmlmi‘ DESA
Pasal 24 IR

¥

iifi‘

(1) Bupati menunda penyaluran ADD anulan I dalam h?l' i

i
i

tidak sesuai

memberikan laporan rutin maupun berkala kepada §’I‘1m Asistensi

a. kepala Desa tidak menyampalkan peraturan Desa mengenal APBDesa

tahun berjalan . kepada Bupau dan  tidak: ‘menyarrilpalkan

reahsam penggunaan ADD. serta Peraturan Desa tentang

Pertanggun.awaban pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya'

dahulu meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan l ; l §

i

c. terdapat usulan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Boml?ana
(2) Bupati menunda penyaluran ADD Triwulan II, III dan I,Vg apabll

men;ampalkan laporan reahsa31 dan pertanggungjawaban
|

sebelumnya. Pt “‘ -

T
E

BAB X
PEMBINAAN DA.N PENGAWASAN

i 1o
1o

Baian Kesatu
Pembinaan

H

S
!

H
R
e

Pasal 25

!
' | oy 2
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kecamatan melaku
: i I i ‘
N B } ]

i
’ HE T
:, !

dan pemantauan pengelolaan ADD

terdapat SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh perseratu-:.) dengani

laporan
Laporan

3

terlebih _

a belum

triwulan |

kan | ‘pembinaan

(2) Pembmaan, pemantauan dan evalua31 d1lakukan secara b?r]en_]ang

dimulai dari Camat sampal kepada SKPD Kabupaten yarig berwenang, :

(3} Kegiatan pembinaan dapat berupa pelatlhan, Blmtek

regulasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD l s

15

l

;

ik
i

penyUSunan




|
P

SRR 1
' ' : ' SR b :
- (4) Pembinaan Desa dilakukan melalui Tim Asistensi ‘angkat kgbqpaten yang

1
I

terdiri dari lintas SKPD Kabupaten;

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi T1m A31sten51 tmgkat Ikabupaten

$1d i-rl IJ! )
dllaporkan ke Bupan mmunaJ 1 (satu) kah dalam tnwulz'm b ; !

Bagian Kedua gt |
Pengawasan SRR R

o SHEB RN
" Pasal 26 SR S

i 0

(1) Pengawasan atas pengelolaan ADD dalam penode beqa]lan;dﬂakukan oleh -

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), '» _ ' o

~ (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana : sewaktu—waktu‘

melakukan pengawasan pengelolaan ADD atas penntah Bup:im

dapat

~ (3) Aparatur pengawas internal pemenntah lamnya dapat rnelakukan

! s i | h

pengawasan terhadap ADD atas sepengetahuan Bupatl ‘ . Pl
BAB XI SRR
KETENTUAN LAIN-LAIN  (: |1
. B - i R i : : ;
o : R IS
Pasal 27 | s

Keg1atan—keg1atan yang dllaksanakan dan dlblayav da?n‘ ADI.? harus

dicantumkan dalam papan pengumuman di Desa, sehmgga masyarakat Desa

dapat mengetahui informasi ADD dan dapat turut befrptart}mpasx dalam

I
mengawasi pelaksanaannya. s il
-i,¢ i
i

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN | |ii /| .

oo
f

Pasal 28 %
i : H

Dengan diundangkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupat1 Nomor 47
Tahun 2015 tentang Pedoman = Pengelolaan ADD - _GEMBIRA
Kabupaten Bombana Tahun 2016 dlcabut dan dmyafalce?n ﬁdak

- lagi.
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| BAB VII
KETENTUAN PENUTUP .. - |
Pa;-ia.l29 _ o }!! l
AR

‘ Peraturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal d1 undangk

Agar setlap orang dapat mengetahumya, memenntahkanr Pengundangan

Kabupaten Bombana.
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Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 19 ecembra 2016

@- ~ H. BURHANUDDIN. A. HS. NOY

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya délarln ﬁ?nta

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

BERITA DAERA.H KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR
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